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Abstrak

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari berdasarkan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah periode 2020-2024. Penelitian menggunakan studi kasus deskriptif
dengan analisis kuantitatif rasio keuangan sebagai pendekatan utama dan wawancara dengan
pengelola keuangan daerah sebagai sumber penjelas kontekstual. Kinerja diukur melalui rasio
kemandirian, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi, dan aktivitas atau keserasian
belanja. Hasil menunjukkan rata-rata rasio kemandirian 28,69 dengan pola konsultatif, rasio
efektivitas PAD 78,97 atau kurang efektif, dan rasio efisiensi 103,71 atau tidak efisien. Struktur
belanja juga masih didominasi belanja operasi sebesar 70,06, sedangkan belanja modal rata-rata
28,29. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kinerja fiskal Kota Kendari perlu
diarahkan pada peningkatan kapasitas PAD, penetapan target yang lebih realistis, digitalisasi
administrasi penerimaan, pengendalian biaya pengelolaan, dan penyeimbangan belanja menuju
investasi publik yang lebih produktif. Kontribusi penelitian terletak pada pembacaan terpadu
empat dimensi kinerja keuangan sepanjang periode guncangan pandemi dan pemulihan fiskal.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah; Kemandirian Fiskal; Efektivitas PAD; Efisiensi
Fiskal; Struktur Belanja

PENDAHULUAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan [2,3,4]. Bukti dari  berbagai sistem
salah satu  mekanisme utama untuk  pemerintahan juga memperlihatkan bahwa

desain transfer dan derajat desentralisasi
memengaruhi  insentif  daerah  dalam
memobilisasi penerimaan dan mengelola

menerjemahkan otonomi daerah menjadi
pelayanan publik dan pembangunan yang
akuntabel. Dalam kerangka desentralisasi

fiskal, kinerja keuangan tidak cukup dinilai
dari besarnya anggaran, tetapi perlu dilihat dari
kemampuan daerah membangun sumber
pendapatan sendiri, ruang diskresi fiskal,
kualitas hubungan transfer, serta kapasitas
mengubah pendapatan dan belanja menjadi
hasil publik. Literatur menunjukkan bahwa
desentralisasi dapat memperkuat pertumbuhan
dan akuntabilitas ketika kewenangan fiskal
disertai kapasitas lokal yang memadai, tetapi
otonomi formal tidak selalu identik dengan
otonomi fiskal efektif karena pemerintah lokal
dapat tetap dibatasi oleh struktur transfer,
regulasi, dan basis pendapatan yang sempit
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pengeluaran [5,6,7,8].

Periode 2020-2024 memberikan konteks
yang penting karena mencakup guncangan
pandemi COVID-19 dan proses pemulihan
fiskal. Penelitian pada pemerintah subnasional
menunjukkan bahwa pandemi menekan
penerimaan, meningkatkan kebutuhan belanja,
memperbesar kerentanan fiskal, dan memaksa
pemerintah daerah menyesuaikan anggaran
dengan cepat [9,10,11,12,13]. Di Indonesia,
tekanan  tersebut  juga terlihat pada
berkurangnya fleksibilitas anggaran daerah
serta kebutuhan menjaga keberlanjutan
pelayanan publik di tengah perubahan transfer
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dan penerimaan [14]. Pada saat yang sama,
proses audit dan pelaporan keuangan daerah
menghadapi keterbatasan operasional sehingga
kualitas informasi dan kemampuan pemerintah
untuk menafsirkan kondisi keuangan menjadi
semakin penting [15].

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga
terkait erat dengan akuntabilitas, kualitas
pelaporan, dan kapasitas organisasi. Perspektif
keagenan menempatkan pemerintah sebagai
agen yang mengelola sumber daya publik atas
mandat masyarakat sebagai prinsipal [1].
Dalam konteks Indonesia, tindak lanjut
rekomendasi audit terbukti berhubungan
dengan kualitas laporan dan pelayanan publik
[16], sedangkan adopsi sistem pelaporan dan
penganggaran baru memerlukan  proses
institusionalisasi yang kuat agar informasi
akuntansi tidak berhenti pada kepatuhan
formal [17]. Bukti lain menunjukkan bahwa
informasi akrual belum selalu digunakan
secara optimal dalam manajemen kinerja
pemerintah daerah [18], dan penilaian kondisi
keuangan perlu mempertimbangkan faktor
lingkungan eksternal yang berada di luar
kendali langsung pemerintah daerah [19]. Tata
kelola yang baik, pengelolaan risiko, budaya
organisasi, dan tekanan politik juga dapat
memengaruhi kinerja keuangan sektor publik
[20].

Di sisi pendapatan, digitalisasi administrasi
pajak menjadi salah satu jalur kebijakan yang
semakin relevan. Kajian sistematis
menegaskan bahwa keberhasilan administrasi
pajak digital bergantung pada kesesuaian
konteks, kesiapan pemangku kepentingan,
teknologi, serta hasil yang dapat diukur [21].
Bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa
digitalisasi dan pemanfaatan big data dapat
memperkuat  kepatuhan, meningkatkan
penerimaan fiskal, dan mengurangi tekanan
keuangan pemerintah lokal [22,23]. Di sisi
pengeluaran, ukuran efisiensi perlu
mempertimbangkan hubungan antara input
fiskal dan kualitas output layanan, bukan hanya
tingkat penyerapan anggaran [24].
Ketidakakuratan anggaran, skala pelayanan,
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karakteristik  politik, dan  kemampuan
mengelola belanja juga terbukti memengaruhi
efisiensi  pemerintah  lokal  [25,26,27],
sedangkan efisiensi pemerintah  daerah
berkaitan dengan hasil ekonomi dan
produktivitas penggunaan sumber daya publik
[28,29].

Berdasarkan kerangka tersebut, Kota
Kendari menjadi kasus yang relevan karena
laporan keuangan 2020-2024 menunjukkan
dinamika kemandirian, efektivitas PAD,
efisiensi, dan komposisi belanja yang tidak
selalu bergerak searah. Kajian sebelumnya
cenderung membahas  otonomi fiskal,
ketahanan  anggaran, digitalisasi  pajak,
efisiensi, atau belanja modal secara terpisah.
Penelitian ini mengintegrasikan empat rasio
diagnostik dalam satu pembacaan longitudinal
sehingga dapat membedakan persoalan
kapasitas pendapatan, pencapaian target, biaya
pengelolaan, dan orientasi belanja. Dengan
demikian, tujuan  penelitian adalah
menganalisis kinerja keuangan Pemerintah
Kota Kendari berdasarkan LKPD periode
2020-2024 melalui rasio kemandirian,
efektivitas, efisiensi, dan aktivitas atau
keserasian belanja daerah.

Selain memberikan gambaran diagnostik,
pembacaan empat rasio secara bersamaan
penting untuk menghindari kesimpulan yang
terlalu sederhana. Pemerintah daerah dapat
terlihat efektif dalam merealisasikan target
tetapi tetap memiliki kemandirian rendah
apabila target PAD kecil dibandingkan sumber
transfer. Sebaliknya, peningkatan PAD belum
tentu mencerminkan perbaikan kinerja apabila
biaya pemungutan meningkat lebih cepat atau
jika ruang belanja produktif tetap terbatas.
Literatur mengenai kerentanan fiskal dan
efisiensi pemerintah lokal menekankan
perlunya menghubungkan kondisi pendapatan,
akurasi anggaran, efisiensi layanan, dan
kapasitas investasi [12,19,24,25,28,29]. Oleh
karena itu, penelitian ini tidak menempatkan
satu rasio sebagai ukuran tunggal keberhasilan,
melainkan membaca konsistensi dan trade-off
antarrasio sebagai dasar evaluasi kebijakan
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keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Landasan teoritis penelitian menggunakan
perspektif  keagenan.  Dalam  hubungan
keagenan, masyarakat sebagai  prinsipal
mendelegasikan pengelolaan sumber daya
publik kepada pemerintah sebagai agen,
sehingga transparansi, pelaporan, pengawasan,
dan pertanggungjawaban menjadi mekanisme
untuk mengurangi asimetri informasi [1]. Pada
pemerintah  daerah, mekanisme tersebut
tercermin dalam LKPD, audit, tindak lanjut
rekomendasi, serta penggunaan informasi
keuangan untuk pengambilan keputusan.
Temuan Indonesia menunjukkan bahwa kualitas
audit dan tindak lanjut rekomendasi berkaitan
dengan kualitas laporan dan pelayanan publik
[16], sementara reformasi sistem pelaporan
membutuhkan kapasitas organisasi agar benar-
benar tertanam dalam praktik pengelolaan
[17,18].

Perspektif desentralisasi fiskal melengkapi
teori keagenan dengan menekankan hubungan
antara kewenangan pendapatan, belanja, dan
transfer antartingkat pemerintahan. Tingkat
kemandirian fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh
besarnya PAD, tetapi juga oleh ruang diskresi

dan struktur pembiayaan daerah [2,3.4].
Ketergantungan pada transfer dapat
menimbulkan efek insentif terhadap upaya
penggalian  pendapatan  sendiri  [5,32],

sedangkan hasil fiskal dari otonomi juga
bergantung pada kualitas tata kelola dan
integritas institusi [7,33].

Secara operasional, kinerja keuangan dalam
penelitian ini diukur melalui empat rasio. Rasio
kemandirian ~ menggambarkan kemampuan
daerah membiayai kebutuhan pemerintahan
dengan sumber pendapatan yang dikendalikan
sendiri; rasio efektivitas menilai kemampuan
merealisasikan target PAD; rasio efisiensi
menilai hubungan antara hasil penerimaan dan
sumber daya yang digunakan; sedangkan rasio
aktivitas atau keserasian menilai proporsi
belanja operasi dan belanja modal dalam
struktur anggaran [34]. Penggunaan rasio

ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)

memberikan gambaran diagnostik yang mudah
dibandingkan antarwaktu, tetapi interpretasinya
tetap harus memperhatikan konteks
kelembagaan, guncangan eksternal, kualitas
pelaporan, dan karakteristik daerah [12,18,19].

Keempat rasio tersebut memiliki hubungan
konseptual. Kemandirian  menggambarkan
ruang pembiayaan yang berasal dari kapasitas
lokal; efektivitas menunjukkan konsistensi
realisasi terhadap target; efisiensi menilai biaya
yang harus dikeluarkan untuk memperoleh hasil;
sedangkan rasio aktivitas memperlihatkan
bagaimana sumber daya yang tersedia diarahkan
antara kebutuhan operasional dan investasi.
Karena itu, perbaikan salah satu indikator dapat
kehilangan makna apabila diikuti pelemahan
indikator lain. Literatur menunjukkan bahwa
transfer, akurasi anggaran, kapasitas
administrasi, dan insentif politik dapat
memengaruhi kombinasi keputusan pendapatan
dan belanja [5,25,30,31,32]. Kerangka ini
digunakan untuk menilai apakah perubahan
rasio Kota Kendari membentuk pola fiskal yang
saling menguatkan atau justru menunjukkan
ketidakseimbangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain studi kasus
deskriptif dengan analisis kuantitatif sebagai
pendekatan utama. Data utama berupa LKPD
Pemerintah Kota Kendari tahun 2020-2024.
Analisis dilakukan dengan menghitung dan
membandingkan rasio kemandirian, efektivitas
PAD, efisiensi, dan aktivitas atau keserasian
belanja untuk setiap tahun, kemudian menilai
kecenderungan dan rata-rata periode. Kategori
interpretasi rasio mengikuti kerangka analisis
keuangan pemerintah daerah yang digunakan
dalam naskah sumber [34].

Wawancara mendalam dilakukan dengan
Kepala BKAD dan Kepala Bidang Akuntansi
untuk memperoleh penjelasan kontekstual
terhadap perubahan dan pola rasio. Wawancara
diposisikan sebagai sumber pendukung untuk
mengklarifikasi konteks administratif, bukan
sebagai dataset kualitatif terpisah yang
menghasilkan tema atau generalisasi. Penegasan
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ini dilakukan agar desain penelitian konsisten
dengan bentuk hasil yang tersedia, yaitu hasil
rasio keuangan dan interpretasi kontekstualnya.
Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada
Maret—April 2026.
Analisis data dilakukan melalui tiga tahap:
(1) menghitung rasio per tahun berdasarkan
data LKPD; (2) membandingkan perubahan
antartahun dan menghitung nilai rata-rata

*’Bmerintah Kota Kendar*

Lappran Keuangan Pemerintah Dadrah
Komponen LKPD Kota Kendari

1. LRA
2. LPSAL l
. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
5. LRE . Alat Analisis
. [Rasio Kemandirian | Efektivitas
Efisiensi | Aktivitas

I

‘ Hasil dan Pembahasan |

I

‘ Kesimpulan dan Saran |

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Rasio

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
empat dimensi kinerja keuangan Kota Kendari
memberikan sinyal yang berbeda. Kemandirian
meningkat sampai 2023 tetapi menurun pada
2024; efektivitas PAD berfluktuasi cukup lebar;
efisiensi memburuk setelah 2020 dan tetap
berada di atas 100 pada sebagian besar tahun;
sedangkan struktur belanja didominasi belanja
operasi. Ringkasan nilai rasio disajikan pada
Tabel 1.

Tudikator 2020 2021 022 2023 2024 R Interpretasi

dal

Rendah-menengal;
konsultatif
Kurang e

i
101,28 61,07 77,85 80,99 73,68 78,97 ang efektif

Efisiensi 95,13 104,21 11164 106,07 101,52 103,71 Tidak efisien

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Kendari
2020-2024, diolah peneliti.
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2020-2024; dan (3) menafsirkan hasil dengan
empertimbangkan konteks fiskal, pelaporan,
dan pengelolaan pemerintah daerah. Literatur
mutakhir digunakan sebagai pembanding
analitis, bukan sebagai pengganti bukti
empiris Kota Kendari. Pendekatan ini penting
karena angka rasio dapat dipengaruhi oleh
faktor eksternal dan institusional yang perlu
dibedakan dari penyebab kausal [18,19].

Tabel 1

Tabel 2. Rata-rata struktur belanja
Pemerintah Kota Kendari 2020-2024

Rata- Makna
Komponen rata diaenostik
(%) :
Dominan
Belanjg 70,06 dalam
operasi struktur
belanja
Lebih
Belania rendah
| 28,29 daripada
modal !
belanja
operasi

Sumber: LKPD Pemerintah Kota Kendari
2020-2024, diolah peneliti.

1. Rasio Kemandirian

Rata-rata rasio kemandirian sebesar 28,69
menunjukkan bahwa kemampuan Kota Kendari
membiayai kebutuhan daerah dari sumber yang
dikendalikan sendiri masih terbatas. Peningkatan
dari 22,43 pada 2020 menjadi 32,63 pada 2023
menunjukkan perbaikan, tetapi penurunan
menjadi 29,33 pada 2024 menandakan bahwa
penguatan tersebut belum stabil. Dalam kerangka
desentralisasi fiskal, kondisi ini sejalan dengan
temuan bahwa pelimpahan tanggung jawab
belanja tidak otomatis menghasilkan otonomi
pendapatan yang kuat apabila basis penerimaan
lokal dan ruang diskresi fiskal tetap terbatas
[2,3,4].

Ketergantungan pada transfer juga perlu
dibaca sebagai persoalan insentif. Studi Panao
menunjukkan bahwa transfer tanpa syarat dapat
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mengurangi dorongan pemerintah lokal untuk
memperkuat penerimaan sendiri [5], sementara
desentralisasi asimetris dan desain transfer
dapat menghasilkan dampak berbeda terhadap
kinerja fiskal [6,7,8]. Dalam situasi tekanan
fiskal, dukungan antarpemerintah memang
penting untuk menjaga kapasitas layanan dan
cadangan fiskal [11,32], tetapi ketergantungan
jangka panjang dapat mempersempit ruang
kebijakan daerah. Karena itu, hasil Kota
Kendari lebih tepat dibaca sebagai kebutuhan
memperluas basis PAD dan kapasitas
administrasi  tanpa mengabaikan  fungsi
stabilisasi transfer pusat.

Kualitas tata kelola juga menentukan apakah
otonomi fiskal menghasilkan keluaran yang
baik. Bukti menunjukkan bahwa tingkat
korupsi dapat mengubah hubungan antara
otonomi dan hasil fiskal [33], sedangkan
penguatan tata kelola, pengelolaan risiko, dan
budaya organisasi berhubungan dengan kinerja
keuangan pemerintah daerah [20]. Dengan
demikian, peningkatan rasio kemandirian tidak
cukup dikejar melalui target PAD yang lebih
tinggi, tetapi perlu disertai penguatan
akuntabilitas, basis data penerimaan, dan
kapasitas kelembagaan.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar
78,97 menempatkan Kota Kendari pada
kategori kurang efektif. Nilai 101,28 pada 2020
turun menjadi 61,07 pada 2021, membaik pada
2022-2023, lalu kembali turun menjadi 73,68
pada 2024. Pola tersebut menunjukkan bahwa
realisasi PAD belum konsisten terhadap target.
Literatur mengenai pandemi memperlihatkan
bahwa guncangan ekonomi dapat menekan
penerimaan pemerintah daerah dan
meningkatkan ketidakpastian anggaran dalam
waktu singkat [9,10,12,13,14]. Oleh karena itu,
penurunan  efektivitas  tidak  seharusnya
langsung  ditafsirkan  sebagai  kegagalan
pemungutan semata; kualitas penetapan target
dan perubahan basis ekonomi juga perlu
diperhitungkan.

Perbaikan efektivitas PAD memerlukan
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administrasi penerimaan yang lebih adaptif.
Kajian digital tax administration menekankan
pentingnya integrasi konteks, aktor, teknologi,
dan indikator hasil [21]. Bukti terbaru
menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi
pajak dapat meningkatkan efisiensi
pengawasan, memperkuat kepatuhan, dan
mendukung stabilitas penerimaan pemerintah
lokal [22,23]. Bagi Kota Kendari, implikasinya
adalah penetapan target PAD perlu berbasis
data wajib pajak dan potensi sektor yang aktual,
disertai  integrasi  pembayaran  digital,
pemutakhiran objek pajak, pengawasan
berbasis risiko, dan evaluasi realisasi secara
periodik.

Kualitas informasi keuangan dan audit juga
penting untuk menjaga kredibilitas target dan
evaluasi penerimaan. Tindak lanjut audit
berkaitan dengan kualitas laporan dan
pelayanan publik [16], sementara pengalaman
pandemi menunjukkan perlunya sistem
informasi dan proses audit yang lebih tangguh
[15]. Karena itu, wupaya meningkatkan
efektivitas PAD sebaiknya terhubung dengan
penguatan kualitas data keuangan, bukan hanya
intensifikasi penagihan.

3. Rasio Efisiensi

Rata-rata rasio efisiensi sebesar 103,71
menunjukkan bahwa pengelolaan PAD Kota
Kendari berada pada kategori tidak efisien.
Setelah 95,13 pada 2020, rasio meningkat
menjadi 104,21 pada 2021, 111,64 pada 2022,
106,07 pada 2023, dan 101,52 pada 2024. Rasio
yang berada di atas 100 pada empat tahun
terakhir mengindikasikan bahwa sumber daya
yang digunakan untuk memperoleh pendapatan
belum sebanding dengan hasil penerimaan.
Secara konseptual, efisiensi sektor publik
menilai kemampuan mengubah input menjadi
output atau hasil dengan penggunaan sumber
daya yang hemat tanpa menurunkan kualitas
layanan [24].

Temuan tersebut konsisten dengan literatur
yang menunjukkan bahwa ketidakakuratan
anggaran dapat menurunkan efisiensi teknis
pemerintah lokal [25]. Skala layanan dan
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struktur organisasi juga dapat menciptakan
diseconomies of scale [26], sementara
karakteristik  politik dapat memengaruhi
efisiensi penyediaan barang publik [27]. Di sisi
lain, pemerintah lokal yang lebih efisien
cenderung memiliki kapasitas yang lebih baik
untuk mendukung hasil ekonomi [28]. Bukti
Indonesia terbaru menunjukkan variasi besar
dalam efisiensi pengeluaran antarwilayah,
termasuk keterkaitannya dengan kapasitas
fiskal dan ketergantungan pada transfer [29].

Bagi Kota Kendari, rasio efisiensi yang
tinggi perlu menjadi dasar evaluasi proses

pemungutan, biaya operasional, duplikasi
kegiatan, dan  pemanfaatan  teknologi.
Digitalisasi ~ dapat =~ mengurangi  friksi
administrasi dan memperkuat penerimaan

[21,22,23], tetapi manfaatnya bergantung pada
integrasi data dan perubahan proses kerja. Oleh
sebab itu, perbaikan efisiensi perlu diukur
melalui cost-to-collection, produktivitas per
jenis pajak/retribusi, dan pengurangan proses
manual, bukan sekadar pengurangan anggaran
secara umum.

4. Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja

Struktur APBD Kota Kendari selama 2020—
2024 didominasi belanja operasi dengan rata-
rata 70,06, sedangkan belanja modal rata-rata
28,29. Komposisi ini menunjukkan bahwa
sebagian besar sumber daya diarahkan untuk
menjaga aktivitas rutin pemerintahan. Belanja
operasi diperlukan untuk kontinuitas layanan,
namun dominasi yang persisten dapat
membatasi ruang investasi pada aset,
infrastruktur, dan kapasitas pelayanan jangka
panjang. Karena itu, penilaian rasio aktivitas
perlu melihat keseimbangan antara
kesinambungan layanan dan pembentukan
kapasitas produktif.

Literatur Indonesia menunjukkan bahwa
struktur belanja pemerintah daerah dapat
dipengaruhi oleh siklus politik dan horizon
masa jabatan. Rakhman dan Saudagaran
menemukan adanya pola political budget cycle
pada laporan keuangan pemerintah daerah [30],
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sedangkan penelitian berikutnya menunjukkan
bahwa horizon kepala daerah berhubungan
dengan alokasi dan implementasi belanja modal
[31]. Temuan ini tidak membuktikan bahwa
pola Kota Kendari disebabkan oleh faktor
politik, tetapi menunjukkan bahwa penilaian
komposisi belanja perlu mempertimbangkan
keberlanjutan lintas tahun, konsistensi prioritas,
dan kualitas implementasi investasi.

Dari  perspektif value for money,
peningkatan belanja modal tidak otomatis
menghasilkan kinerja yang lebih baik jika
proyek tidak efektif atau tidak sesuai
kebutuhan. Studi efisiensi pemerintah lokal
menunjukkan bahwa kualitas output harus
dibaca bersama dengan besarnya input [24,26],
sedangkan efisiensi pengeluaran berhubungan
dengan pertumbuhan dan kinerja pembangunan
[28,29]. Implikasi bagi Kota Kendari adalah
menyeimbangkan belanja secara bertahap
melalui pengendalian belanja rutin yang kurang
produktif, seleksi proyek modal berdasarkan
manfaat layanan, dan evaluasi
pascapelaksanaan.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, empat rasio membentuk
satu pola yang saling berkaitan: kemandirian
yang belum kuat membatasi ruang fiskal;
efektivitas PAD yang fluktuatif membuat
kapasitas pendapatan kurang dapat diprediksi;
efisiensi yang rendah mengurangi nilai bersih
dari upaya pemungutan; dan dominasi belanja
operasi mempersempit ruang investasi publik.
Karena desain penelitian bersifat deskriptif,
hubungan tersebut dibaca sebagai pola
diagnostik, bukan bukti kausal. Kontribusi
utama penelitian adalah menunjukkan bahwa
perbaikan kinerja keuangan daerah perlu
dilakukan secara terpadu pada sisi pendapatan,
proses administrasi, dan struktur belanja, bukan
dengan mengejar satu rasio secara terpisah.

Konteks Guncangan dan Pemulihan Fiskal
2020-2024

Periode observasi juga perlu dibaca sebagai
rangkaian guncangan dan pemulihan. Tahun
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2020-2021 merupakan fase ketika pemerintah
subnasional di banyak negara menghadapi
penurunan penerimaan, tekanan belanja, dan
ketidakpastian tinggi [9,10,11,12,13]. Bukti
Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan
anggaran daerah sangat dipengaruhi oleh
kemampuan menyesuaikan komposisi
penerimaan dan belanja di tengah perubahan
transfer [14], sedangkan proses audit dan
pelaporan juga harus beradaptasi terhadap
keterbatasan operasional [15]. Karena itu,
fluktuasi rasio Kota Kendari pada awal periode
tidak dapat dilepaskan dari konteks tersebut,
meskipun penelitian ini tidak menguji besarnya
efek pandemi secara kausal.

Pada fase pemulihan 2022-2024, perbaikan
sebagian rasio belum membentuk tren yang
konsisten. Kemandirian meningkat sampai
2023 tetapi turun pada 2024; efektivitas PAD
membaik tetapi kembali melemah; efisiensi
masih berada di atas 100; dan belanja operasi
tetap dominan. Pola ini menunjukkan bahwa
pemulihan nominal anggaran tidak selalu
identik dengan perbaikan kualitas fiskal.
Literatur menekankan bahwa kualitas kinerja
memerlukan kombinasi pendapatan yang lebih
mandiri, target yang akurat, proses yang efisien,
tata kelola yang kuat, dan belanja yang

menghasilkan manfaat publik
[16,18,20,25,28,29].
Dari sisi  kebijakan, integrasi antara

reformasi pendapatan dan belanja menjadi
penting. Digitalisasi administrasi penerimaan
dapat membantu = memperbaiki data,
pengawasan, dan kepatuhan [21,22,23], tetapi
manfaat fiskalnya akan lebih kuat jika disertai
perencanaan anggaran yang akurat dan disiplin
biaya [25]. Pada saat yang sama, peningkatan
proporsi belanja modal perlu
mempertimbangkan horizon kebijakan dan
kualitas implementasi agar tidak berubah
menjadi ekspansi belanja tanpa hasil yang
memadai [30,31]. Dengan demikian, agenda
reformasi Kota Kendari perlu dibangun sebagai
satu  siklus: memperbaiki basis PAD,
meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi
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pemungutan, lalu mengarahkan ruang fiskal
tambahan ke belanja yang lebih produktif dan
terukur.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan  temuan  dan literatur
pembanding, prioritas kebijakan yang paling
konsisten adalah: memperkuat basis data PAD

dan  segmentasi  potensi  penerimaan;
menerapkan target yang realistis dan adaptif;
memperluas digitalisasi pembayaran,

pengawasan, dan integrasi data; mengevaluasi
biaya pemungutan per sumber PAD;
mengendalikan belanja rutin yang kurang
produktif; serta meningkatkan kualitas seleksi
dan evaluasi belanja modal. Rekomendasi
tersebut merupakan implikasi analitis dari pola
rasio dan literatur, bukan klaim bahwa faktor-
faktor tersebut telah terbukti secara kausal
sebagai penyebab kinerja Kota Kendari.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan.
Pertama, analisis hanya mencakup satu
pemerintah kota dan periode lima tahun
sehingga generalisasi antarwilayah harus
dilakukan secara hati-hati. Kedua, rasio
keuangan bersifat diagnostik dan tidak
mengidentifikasi  hubungan  sebab-akibat.
Ketiga, wawancara hanya melibatkan dua
pejabat pengelola keuangan dan digunakan
sebagai sumber penjelas, sehingga perspektif
wajib pajak, organisasi perangkat daerah,
auditor, dan masyarakat belum tercakup.
Keempat, penelitian belum menguji rasio
pertumbuhan, solvabilitas, ruang fiskal,
kualitas belanja per fungsi, maupun indikator
keluaran pelayanan publik.

PENUTUP
Kesimpulan

1. Rasio kemandirian rata-rata 28,69
menunjukkan kemandirian fiskal Kota
Kendari masih rendah hingga menengah
dan belum stabil. Peningkatan sampai 2023
belum cukup mengurangi ketergantungan
terhadap transfer karena rasio kembali
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menurun pada 2024.

2. Rasio efektivitas PAD rata-rata 78,97
menunjukkan pencapaian target
pendapatan masih kurang efektif dan
berfluktuasi. Hasil ini  menegaskan
pentingnya target berbasis potensi aktual,
kualitas basis data, pengawasan, dan
administrasi penerimaan yang adaptif.

3. Rasio efisiensi rata-rata 103,71

menunjukkan pengelolaan pendapatan
masih tidak efisien. Fokus perbaikan perlu

diarahkan pada produktivitas proses
pemungutan, integrasi  digital, dan
pengendalian  biaya, bukan sekadar

peningkatan target penerimaan.

4. Rasio aktivitas menunjukkan dominasi
belanja operasi sebesar 70,06 dibanding
belanja modal 28,29. Struktur tersebut
menjaga operasi pemerintahan tetapi
membatasi ruang investasi publik apabila
berlangsung secara persisten. Secara
integratif, kinerja keuangan Kota Kendari
memerlukan penguatan PAD, peningkatan
efektivitas dan efisiensi administrasi, serta

penataan  komposisi  belanja  secara
berkelanjutan.
Saran

Penelitian selanjutnya disarankan
menggunakan periode yang lebih panjang dan
desain komparatif antar kota/kabupaten,

menambahkan rasio pertumbuhan, solvabilitas,
ruang fiskal, serta indikator output pelayanan
publik. Analisis panel, frontier efficiency, atau
pendekatan kuasi-eksperimental dapat
digunakan untuk menguji faktor yang
memengaruhi kinerja secara lebih kuat. Sumber
kualitatif juga perlu diperluas dengan
melibatkan perangkat daerah pemungut PAD,
auditor, wajib pajak, dan pengguna layanan
sehingga penjelasan atas perubahan rasio lebih
kaya dan dapat ditriangulasi.
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